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Menimbang ,: a.

Mengingat .: 1-

b.

BUIL:'ATI I(ATINGAN'

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab IX

P'eraturan Daerah Kabupaten Ka1''ingan Nomor 8 Tahun

2}li.ltentarlgPajakDaerahperhrdiaturdalambentulc
p"t"r:rt petitsanaan pemlrngutan paiak dr t'anah;

bahwa unfi,rk memenuhi sebagailmana dimaksud pada

h.urrrf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan

Eiulpati Katingan.

Llnrlang-Unclang Nomor 5 Trlrhun 2OO2 tentang

PernbeitukerLn Kabupaten Katingar:r, Kabupaten Seruyan'

XJrrp.t.tt Sukamara, Kabiupaten - l'amandau'

Xi"fr"p"t"" Pulang Pisau, Kabrrrpaten Gunung Mas'

X.al>upaten llrllurun[ n^y. dan-Kabupaten Barito Timur di
ptovinsi Ka.limanlan Tengah (Lembaran -_ Negara

neiruUfik In.d.onesia Tahun 2OO2 Nomor 18' 'Iambahan

Lerabaran Negara Republik Indonesia Nomor a18O) ;

Unrlang-Undang Nomor 32 - T'ahun 2OO4 tentang

Fernerintaham baerah (Lembar'zrn Negara Republik

IndonesiaTahun2OO4Nomorl25,TambahanLembaran
*;;*" Repurblik Indonesia Nomo'r' 4437 )' sebagaimana

tr:liLh diubah beberapa kali dan ter:akhir Undalg-Undang
Notnor 12 'l'ahun ZOOA tentang Perubahan Kedua atas

Ltn,lang-Unclang Nomor 32 - T:rhun 2OO4 tentang
pernerintahem baerah (Lembarirn Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 8, Tambahan Lembaran

Negiara Reptrblik Indonesia Nomor aSaal;

3. Llnrlang-Uncl.ang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

P'erimbangu,,,, Ii"rangan antara Pemerintah Pusat dan
p,ernerintah Daerati ( Lembaran Negara Republik

I:ndonesia Tahun 2oQ+ Nomor T2S,Tambahan Lernbaran

liteg;ara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. LlnrJang-Unclang Nomor 25 Tethun 2AO9 Tentang
p,elieyanan F\lbiik (6mbaran Negzrra Republik Indonesia

T'alrun 2OOl' Nomor LL2, Tambahan Lembaran Negara

2.
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5.IJn.d'ang-UnrlangNomor23Tahr-nn2oogTentangPajak
Daerah(Lemba"ranNegaraReprrbliklndonesiaTahun
ZOO, Nomor iiO, t"*t"fr"., LemLbaran Negara Republik

In<lonesia Nomor 50a9) ;

6. IJndang-Undang Nomor 12 'l'ahun 2Qll Tentang

Perrrbentukan Peraturan Perundang-undangan

(LembaranNegaraRepubliklrrdonesiaTahun2o|L
Irlomor 82,, Tlmbahan Lembaran Negara Republik

In<lonesia Nomor 523a1 ;

7. Pet:aturan ]?emerintah Nomor 5t} Tahun 2005 tentang

Perrgelolaan. Keuangan Daeral: (Lembaran Negara

if"pi,Utit Indonesia C"t,,t' 2005 Nomor 140' Tambahan

Letnbaran hlegara Republik Indonesia Nomor a578);

8. Per:aturan Pemerintah Nomor 3t) Tahun 2OO7 tentang

PernbagianUrusanPemerintahernantaraPemerintah,
PetnerintahianDaerahProvinsidanPernerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Inclonesia T,ahln 2OO7 Nomor g2, Tambahan Lembaran

lle;3ara Republik Indonesia Nomor a737);

9. Pet'aturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7 tentang

Perrgelolaan Uang Negara/Daernh (Lembaran Negara

ttepitUtit Indonesi"a Taf,un 2OO7 Nomor 83' Tambahan

Letnbaran llegara Republik Indon'esia Nomor a7381;

l0.Per.aturanPemerintahNomorg]l.Tahrrn20]'0tentang
'fetris Pajak Daerah Yang rlripungut Berdasarkan
penetapan rcepata Daerah 4t"., Dibayar sendiri oleh
\M;Ljib 

^eajar -llembaran Negan,r Republik Indonesia

llahun 2010 Nomor 153);

11. Pet'aturan Daerah Nomor 3 llahun 200E tentang

Petnbagian Urusan Pemerinti'lhan yang menjadi

f,iervenan gau Pemerintah Kabupat t:n KatinqSn (Lembaran

Daerah Kabrupaten Katingan Tahr-rn 2008 Nomor 3);

12. Pel:aturan Daerah Nomor 3 'tahun 2010 tentang

Perrrbahan/\tasPeraturanDaera]rNomor5Tahun2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Ikbupaten i<atingan (Lembaran Daerah Kabupaten

Iktingan TaLhun 2OlL Nomor 3);

l3.I(eputusan Menteri Dalam Neg<':ri Nomor L7O Tahun

ngg. tentarig pedoman Tata Cenra Pemungutan Pajak

Daerah;

l4.I(eputusan Menteri Dalam Negeri Nomor l7L Tahun

11997 tentang Prosedur Pengesalfran Peraturan Daerah

ier,tang Pajutf Daerah dan Retribursi Daerah ;

15.I(eputusan lVlenteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999

teritang Sist.,em dan prosedur Adrrinistrasi Pajak D1eyh,
Ile tribusi Di,rerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain'
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Menetapkan :

MEMUTUSKi['N:

PEIRIITURAN :BUPATI I{ATINGAI{'IENTAI{G PETUNJUK

PEILAKSANA.A]NPEMUNGUTANPA"},[I(AIRTAN'NI

BAB I

K TENTUAN UMIUM

Pasal I
Dalarn Peraturan Bupati ini yang dinrraksud dengan :

1. Pemerintalran Daerah adalah Pe,nyelengSaraaJ} urusall
Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD

nlenurut itsas otonomi dan tugars pembantryn dengan

prinsip ol'onomi seluas-luasnya' dengan sistem dan

irti"*ilp Nregara Kesatuan Repurblik Indonesia Tahun

1945;

2. Pemerintah Daerah adalah Efupati dan Perangkat

traerah se bagai Penyetenggara Pemerintah Daerah;

3. f)ewan Perwakilan Rakyat Daerah yang s'elanjutnya

disebutDPRDadalahDewanPerwakilanRakyat
f)aerah KzrbuPaten Katingan;

4. Eiupati adalah BuPati Katingan;

5. Srekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah

I{.abuPaten Katingan;

6. f)inas Perrdapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan

f)aerah KerbuPaten Katingan;

7. f)inas Pertambangan Dan Ilnergi adalah Dinas

F ertarnbangan DarEnergi Kaburpaten Katingan;

S.It.asDaeraLhadalahKasDaerahPemerintatrKabupaten
X.atingan;

g. F,ajak Air. Tanah adalah pajak atas peneSmbilan

danTatau Pemanfaatan air tanah;

10. Iir Tanah adalah air yang terdapat dllam lapisan

tlanahatirubatuandib-awerhpermukaantanah
t,ermasuk mata air yang muncul secara alarniah diatas

f,ermukaa:n tanah;

11. F'engambiian air tanah adalah setiap kegiatan
- - 

p,"rf^mbitan air tanah yang cltilakukan dengan cara

p,en[gafarrr pengeboran atau dlengan cara membuat

t,angunan f"i""I" untuk dimerrrfaatkan airnya danl

a.tau tujuar.n Lain;
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L2.

13.

L4.

15.

16.

17.

NilaiPerolr:hanAirTanah(NPAT)adalahnilai.airtanah
ilng t;hh diambil dan dikenai pajak pemanfaatan air

iri*""tt tanah, besarnya sama dt:ngan volume air yang

djambil dilmlikan dengan harga clasar air'

Harga dasrar Air (HDA) adalah harga air lanah per

satulan volrume yang akan dikerLai paiak pemalfaatan

air tanah, besarnyi ""*" 
dengan air baku dikalikan

faktor nila[ air.

Faktor Nilai Air (FNA) adalah truatu bobot nilai dari

komponen sumterdaya alann dan kompensasi

p,r*i-r1ih.o,, peruntukkan dan pengelolaan' besarnya

ii.tentukar:i berdasarkan subyel,i. kelompok pengguna

air serta volume pengambilannyrl'

S:arat Pennberitahuan Objek Pajak Daerah yang

sr:lanjutny;ir disingkat SPOPD adalah surat yang

;ig;"k"; wqiib pqi"k untuk rnendaftarkan diri dan

m.6hporkan objek pajak atau usahanya;

Srnrat Ketietapan Pajak DaeraLh, yang selanjutnya
&singt<at IIKPD, adalah sura! yang digunakan untuk
*"rJt"pt ur'" besarnya jumlatr pajak yang telah

ditetapkan;;

Sinrat Set,oran Pajak Daeralt, yang selanjutnya

di.singkat SSPD, adalah bukti pembayaran- atau

pr:nyetorarr pajak yang telah dilakukan dengan
^*".tggu.a;Lran io.*rrlit tt't' tel'ah dilakukan dengan

cara-l"ain lfe kas daerah rnelaluLi tempat pembayaran

y(mg ditunjuk oleh KePala Daerah;

13. $rarat Talgfhan Pajak Daerah, yang selanjutnya

di.singkat 
-srpo, 

adalah sura.t untuk rnelakukan

ta.gih"anp.ljakdan/atausanksiadministratifberupa
br-rnga dan/atau denda'

19. S,urat Ketretapan Pajak Daerah Kurang Beryar yang

st:lanjutny,a disingkai sxpprg erLdalah surat ketetapan

pajak yang mJnentukan . 
besarnya jurylah pokok

i,..!"t, j,rnJ"ft kredit pajak, jumlah kekurangan

pr:mbayaretn pokok - pajak, besarnya sanksi

a,lministra,si, din jumlah yang masih harus dibayar;

2O. S,urat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang

sr:lanjutny,a disingkat sKpDLB erdalah surat ketetapan

pajak yang lnenentukan jumlah kelebihan

pr:mbayarern"pajak karena jumtah kredit pajak tgbt
br:sar aaripaaa pajak yang terutang atau tidak

st:harusnYa terutang'
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BAB II

RUAI{G LINGKUP

NAnIA, oBYEK DAI{ SUB'rEK PA"IAK

Pasel 2

Dengern nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas

;;i":p pengambilan dan I atau pemra'nfaatan Air Tanah'

Pasal 3

(U C)byek P4jak Air Tanah adalah pengambilan dan /
atau Pemirnfaatan air tanah;

(21 Tidak terrnasuk sebagai Obyek Pajak Air Tanah
adalah :

a. pengamilbilan dan/atau
untuk l<ePerluan dasar
pertanii,m, Pengairan
peribad atan; dan/ atau;

b. penganalbilan dan/atau pertranfaatan air tanah- ;.fik kepeduan militer, pemadam kebakaran'
panti asiuhan, atau untuk perrelitian;

c. penganr.bilan d-an/atau pemanfaatan air tanah oleh

berrlri*tah, Pemerintali Prorinsi dan Pemerintah

Daerah.

Pasal 4

Subyek Pnjak Air Tanah, adali'rh orang pribadi atau

badan yang melakukan pengambilan dan / atau
pemanfaatan Air Tanah.

V/ajib Paj;rk Air Tanah, adalah orang pribadi atau
badan yairg mengambil dan I a.tau memanfaatkan Air
Tanah.

pertnnfaatan urir tanah
rurnah tangga, Pengairarl
perilcanan rakYat, dan

(1)

(21

BAB III

]DASAR, PENGENAAI{, TARIP DAI{ TATA CARA
PENGHITUNGAIT PII"IAK

Bagian Kesatut
DILSAR PENGENAAN DILN TARIP

Pasal 5

(1) t)asar pengenaan P"jt. Ait Tanah adalah Nilai

P'erolehan Air Tanah (NPAT);



(2) lvilai Perolehan Air Tanah srebagaimana dimaksud

lmda ayat (1) dinyatakan dalarrr rupiah yang dihitung
,l"rrg"rt mempertimbangkan faktor sebagian atau
rrcluruh ftr,ktor-f;aktor berikut :

a)jenis sumber air;
b) lokasi tiumber air;
<J tujuan Pengambilan;
,{ .rofur*. air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
t) kualitas air, dan
tj tingtat kerusakan lingkuntrlan yang diakibatkan' 

oleh pengambilan dan / atau pemanfaatan air;

Pasal 5

(1) itarif Pajark Air Tanah ditetapkan sebesar 
-2oo/o 

(dua

lluhrh per.sen) dari Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT).

(2) Irtilai Perolehan Air Tanah (NPAT) dihitun_g dengan
rnengkalil<an Volume Air yang diambil M dengan
I{arga Dasar Air (HDA).

(3) lJntuk mengetahui volume- air yang diambil dan/atau
rlimanf,aatkan secara obyektif sebagaimana dimaksud

lladaayat{2|,makadiwajibkanuntukmenyediakan
ineteran air yang pemasangan dan pembiayaannya
rnenjadi tanggung jawab Wajib Pajak'

(4) I)emerinterh Daerah dapat melakukan peneraan da|,r, I
zttau perryegelan atas meteran air seb'agaimana

<limaksud Pada aYat (3).

(5) .tika wajib Pajak tidak dapat menyediakan meteranL 
air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Pajak

l\ir Tanr:rh ditetapkan sec€ra jabatan delgan
rnenghitung volume air yang diambil M dikalikan
tlengan Harga Dasar Air.

Pasal 7

Bupati dapat melakukan penutupiim atas pengambilan/
pennanfaatan l\ir Tanah aPabila :

(1) Tidak mernbayar pajak sesuai kr:tentuan'

(21 ltidak mernasang meteran air.

(3) Ivlerusak, menghilangkan, merekayasa, mengganti
rneteran edr dan / atau segel-

Pasal 8

(1) Irlilai Per,olehan Air Tanah (I\IPAT) mengandung 2

(dua) kornponen yaitu berupa Volume dan berupa
I{arga Dasar Air;

(21 l(omponerr berupa Volume' adalah besarnya

1>engambi.tan air.
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(3) I(omponen Harga Dasar Air besarnya ditentukan
clari :

ir'; Ko*po,r"t Sumber Daya t\lam, yang nilainya
'diteritu6an oleh faktor jenis air tanah, lokasi

sumber air tanah dan kualitas air tanah;
tr) Komporren Kompensasi Pemr"rlihan, meliputi biaya
'p"*rlilr*t yang diperlutrcan akibat terjadi
penurunan muka air tanah, biaya pemulihan-yang
diperlujLran akibat tery'adi salinisasi, biaya
pemulihran yang diperlulcan akibat terjadi
penurunan muka tanah, biaya pemulihan .yang
iiperluikan akibat terjadi penr::emarart air tanah;

c') Komponen Kompensasi Peruntuld<an dan' 
Pengllc,laan, dibedakan sebagai berikut:
- Non Jf.liaga;

- Niager Kecil;
- Industri Kecil;
- Niaga. Besar;
- Industri Besar.

liombinasi komponen air tanah sebagai sumber-daya
arlam diLrelompokkan dan d.iberi bobot sebagai

trcrikut:

I{ilai bobot setiap kelompok ter:'sebut dipakai sebagai

pengali ter:had.ap Harga Air Baku'

(6) Setiap komponen Harga Da'sar Air mempunyai
prosentasc: masing masing; yang besarnyet

ditentukan sebagai berikut :

(5) Komponerir kompensasi untul< usaha pemulihan'w 
p.t rrrt kL,"t, dan pengelolaan ditetapkan
berdasarkan jenis penggunaan (subyek pengambil)

dan volurne pemakaiannya setiap bulan secara

progresif,dikelompokkandandiberibobotsebagai
berikut:

(4)

7

Tabel a. Bobot Komponen Surnberdaya Alam

Ncr Kriteria Peringkat Bobot

1

2

3

;\" ta^"t , kratitas baik ada sumber air altern4tif

i\ir tanah, kualitas baik tidak ada sumber air alternatif

i\ir tanah, kualitas jelek

3

2

1

9
4

1

Tabel b. Bobot Komponen l(omoensasi

No Penrntukkan 0-s0 d 5L-5UU m" s01-1000 ri 1001-2500 rf >2500 m3

1 Non Niaga 1 1,1 1,2 1,3 L,4

2 Niaga Kecil 2 2,2 2;t+ 2,6 2,8

5 Indrrstri Kecil 3 3,3 3,6 3,9 4,5

4 Niaga Besar 4 4,4 4,8 5,2 5,6

5 Industri Besar 5 5,s 00 6,5 7,0



Tabel c. Bobot Komponen HarqP-DasaLAiI

Kompensasi Pemulihan. Perr.lntukkan dan

(7)HargaAir,Bakuadalahnilairupiahdaribiaya, 
elsfloitasi atau investasi untuk mendapatkan air
br*u terser'but. Air Baku dalam pengertian ini adalah
airyangh,erasaldariairtana}:rtermasukmataair
yrln; teLtr diambil dari sumbr,:rnya dan telah siap

dimanfaath:an'

Baglau Kedua

TATIII CARA PENGHITUII$}AN PA''AK

Pasal 9
(1) Faktor Nilai Air Tanah dirumusl:€n sebagai berikut :

SumberdayarAlam-6oo/oxBobotKomponensumberdayaAlam
(tabeic) (tabel al

Kompensasi = 4O%ox Bobot Komponen Kompensasi

Itabel c'l .- (tabe'b) (+)

Jualah = Faktor lfilsil Air Tanah {I{PAT}

tzl Fltarga Datiar Air dirumuskan sebagaiperikut :

HDA = (Faktor Nilai Air Tanah) x (Harga Air Baku)

(3) Niilai Perrolehan Air Tanah rlirumuskan sebagai

berikut:
NPAT =(Volume) xHDA

Pasal 1O

Contoh Tata Cara Perhitungan Pajak Air Tanah :

Contoh 1

Peru.serhaan >C(X terdaftar di Kabupaten Katingan

menyarnpaikan SPOPD Air Tanah dengan data sebagai

berii<ut :

Nama Perusahaim
Bidamli Usaha
Kategc,ri
Ope:rartional sejeLk

T\rjuart Penggun.aan
Meterirn air : Terpasang

xxx
Pertambangzrn BUi Besi
Industri Besar
Tahun 2Al2
Untuk prodr.lksi dan akomodasi

Biaya pembuatan sumur bor : Rp' 1q9'999'99q'00
Biaya,ops. sumtr bor utk 5 thn : R1l' 60'000'000'00
Peri<jraan umur produksi sumur : 5'Iahun
Debit rrir : 125 6aPer hari
Kualitrs Air Tanah : Baik
surnbt:r Air Alte:rnatif : Tidak Ada (diluar jaringan PDAM)

I



berdas;arkan me:teran air terpasang untuk bulan Januari 2OL2

sebemlrak 3OOO ma.

Dengem mengi]ruti ketentuan perhitungan Nilai Perolehan

Air famah seb*gaimana dimaksud pada Pasal 5, Pasal 6,

ffiffiffi Pasa-l 8 dan Pasal 9, maka tata cara
-ffifriitrrngannya adalah sebagai berilrut :

Y
1.

lBirrya Pembuatan Sumur Bor

tsirrya Operasional 5 tahun

,Jumlah

= Rp. 150.OOO.OOO,00

= Rp. 60.OOO.OOO,OO

= Rf,.21O.O0O.OO0,OO

'Volume pengambil an atr selama 5 tahun adalah :

= !i x 365 x lio m3 = 91-25O m3

Ja,ili perhitungan llarga Air Bahu^atlalah sebaqai berikut :

,= Ilp. 21O.O0O.OOO,OO / 9L.25O m3

= Itp. 2.3O1roO / m3

2. lMr:nentukrln Nilai Perolehan Airr'-Tanah

fll Perhiturngan Faktor Nilai Afu' :

o Volun:.e 0 - 50 m3
KomponenSDA = 4xO,6
Komponen KomPensasi = Ii x O,4

Junrlah Falrtor Nilai Air

o Voluurc 51 * 500 m3
Komponen SDA = '[ x 0,6
Komponen KomPensasi = S,ti x O,4- Jumlah Fal<tor Nilai Air

o Voluurc 5O1 - 1OOO m3
Komponen SDA = '4 xO,6
Ko,,'P o"""JKoTffT#o, 

io.f ,#' 
o

o Voluure lOOl - 25OO m3
KornponenSDA = 4x0,6
*"*n """"*ffil:Tffl* *rf;t if' 

o

o Voluure 25Ot- 3000 m3

= 2,44
= 2.0O
= 4,4O

= 2r4O
= 2.2O

-
= 4,60

= 2r4O
= 2,40
= 4,80

= 2r4O
= 2.60

-
= 5,00

= 2r4O
= 2.80

-
= 5,20

bI

Komponen SDA = 4x0,6
Komponen KomPensasi = 7 xO,4

Jumlah Faktor Nilai. Air

Perhitu.ngan Nilai Perolehan Air Tanah :

(Volume x FNA x Hargo Air Bakt)i = (Volum'e x HDA)

o Volume O - 50 m3
= 50:r 4,4Q xRp. 2.301,0O = RP.

I

506.220,00



. Volunxe 51- 50O m3

= +SO x 4,60 x Rp. 2'301,00 = Rp' 4'763'A70'A0

r Volunle 501- 1O0O m3

= SOO x 4,80 x Rp. 2'301,00 = Rp' 5'522'400'00

. Vo1ume 1001 - 25OO m3

= isoo x 5,00 x Rp. 2.301,00 = Rp' 17'257'500'00

o Volunre 2501 - 3000 m3

= 500 x 5,20 x Rp. 2.301,OO : Rp' 5'983'6OO'OO

Jumlah NPAT = RP' 34'O31''79O'OO

Dengan demikian, Pajak lit Tanah untuk
Pen-Isahaan XXX untuk M""* Pajak Bulan Januari
2L2 dltetaPkan sebesar :

= ZOV' r. UPet = RP.6-8O6.358'OO

Narma Penrsahanm : YYY

Bidarng Usaha t l-:*bi9itT
Kategc,ri : Niaga K::*,
Op"tltio.ral sejak : Tahu.n 2OL?

;ffiff;;;il;"; , ""t"t' Produksi dan akomodasi

Mit,errn air : TerPasang

Corrlgrh 2

Peruseihaan 'tYY terdaftar di
menyampaikan SPOPD Air Tanah

berikut:

tsiraya Pembuatan Sumur Bor
lBiaya Operasional selama 5 tahun

Jurnlah

Kabupaten Katingan
dengan data sebagai

'= Rp.30.000.000,00
,= Rp. 6.000!9W
= Rp. 36.000.000,00

Biaya.Pembuatan sumur bor : Rr' 39'999'999'90
Biaya {f,ps. sumur bor utk 5 thn : Rp' 6'000'000'00

Perlinran umur produksi sumur : 5'Iahun
Debiit air : 50 s13 Per hari
Kualtitas Air Tanah : Baik
Suu:rbt:r eir Rtternatif : Tidak Ada (diluar jaringan PDAM)

Volume penggunaan air untuk produksi 
- 
dul akomodasi

berd,as,arkanmerrterallairterpasanguntukbulanJanuari2OL2
seban5rak 65 m3'

DengaLn mengilrarti ketentuan perhih.rngan Nilai_Perolehan

Air Tanah sebilgaimana dimaksud plada Pasal 5' Pasal 6'

Pas:rl 7, Pasral 8 dan Pasal 9, maka tata' cara

perhitungarl'nya. adalah sebagai berikut :

1,

Volume peng',ambilan air selama 5 tahun adalatr :

= Ii x 36i x :is *' = 27-375 ss
,Jadi perhitungan Harga Air Baku arlalah se-bagai berikut:
,= Ilp. 36.000'000,00 / 27 '375 m3

= I3p. 1.316,00 t f
10



2. M(e-nentuknln Nilai Perolehan Ai[ Tanah

a) Perhitutngan Faktor Nilai Airr :

o Volun:te 0 - 50 m3
KomponenSDA = 4xO,6
Komp,rnen KomPensasi = 2xO,4

Jurrlah Faktor Nilai Air

o Volun:te 51 - 65 m3
Komponen SDA = 'lx 0,6 = 2,4O

Komp,:nen Kompensasi = 2,i2 xO,4 = -9S9,Jumlah Faktor Nilai Air = 3,28

bl Perhitugean.Nilai Perolehan-Air Tanah :' 
lVau*" .t FNA x Harga Air Balot) = (Volume x HDA)

o Volunle O - 50 m3
= 50 x 3,20 x RP. 1.316,00

e Volun:re 51 - 65 m3
= 15 >r 3,28 x Rp. 1.316,00

Jumlah ![PAT

Dengan demikian, Pajak
Perusatraan YY{ untuk Masa
212 dite:tapkan sebesar :

= 20o/o:( NPAT =

= Rp. 210.560,00

= Rp. 64.747,00+
= Rp. 275.3O7,W

Air Tanah untuk
Pajak Bulan Januari

Rp.55.O51,OO

= 2140
= -g.sg= 3,2O

Coutoh 3
peruserleaan l\,AA terdaftar di Kabupaten Katingan
menyarnpaikan sPoPD Air Tanah dengan data sebagai

berilkut:
Nasra Perusahaian : AAA
Bideml; Usaha : Pengolahan air kemasan

Kategcrri : Industri Kecil
Opera,fonal sejak : Tahun 2Ol2
Ti3.,"r, penggun*arl : untuk produksi dan akomodasi

Meteran air : tidak terPasiang
Biaya Pembuatan sumur bor : Rp' 1!9'999'999,00
Biay'a ops. sumur bor utk 5 ttrn : Rp' 8O'O0O'OO0,OO

Perkir,aan umur produksi sumur : 5'Tahun
Deb:it air : 200 mePer hari
Kualitrrs Air Tar:r.ah : Baik
sumbr:r Air Alternatif : Tidak Ada (diluar jaringan PDAM)

Karenir wajib Pajak tidak memasang metetatt gjt, maka
Volutme p"rrggurrr'uo air untuk produksi dan akomodasi untuk
bulam Jan;ali 2OL2 ditetapkan se,G:aria Jabatarr sebesar

sebeuelrak 2.650 ma.

Denig:m mengi.l(uti ketentuan perhitr.mgan Nilai Perolehan

Air fzrnah sebngaimana dimaksud pada Pasal 5, Pasal 6,

Pasal 7, Par;al 8 dan Pasal 9, maka tata cara

perhitungannya. adalah sebagai beril'lut :
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Volume pen$Iarnbil€n air selama 5 tahun adalah :

,= !ix 365 x i)00 ms = 365'OOO m3

Ja:li perhitungarl llarga Air Balnr adalah sebagai beiikut :

= Ilp. 230.000.000,00 / 365'000 m3

'= ILp. 63OrO0 / no

)Birlya Pembuatan Sumur Bor
)Birlya Operar;ional selama 5 tahun

.Jumlah

. Voluure O - 5O m3
= 50:i:3,60 x RP. 63O,OO

o Voluure 51- 500 m3
= 450 x3,72 x RP- 630,00

r Voluure 501- 1000 m3
= 50O x 3,84 x RP. 630,00

o Volume 1OOI - 2500 m3

= 140,0 x 3,96 x RP. 630,00

. Voluure 2501 - 2650 m3

= LSO x 4,08 x RP. 630,00

Jumlah NPAT

= Rp. 150.000.000,00
= Rp. 80.000.000,00

= Rp.23O'OO0.O0O,OO

= 2r4O
= 1.20

= 2,4O
= 1.32
= 3,72

= 2,4O
= 1,44
= 3rB4

= 2,40
= 1,56
= 3,96

= 2r4O
= -J-Sg= 4,O8

= Rp.

= Rp.

= Rp.

= Rp.

= Rp.

= Rp. 6,255-900,00

12

2. lMonentukrln Nilai Perolehan 'Si:lflanaE

ra! Perhitungan Faktor Nilai Air:' :

o Volume 0 - 50 m3
KomponenSDA = 4x0,6
Komlonen KomPensasi = 3 x0,4

Jumlah Falrtor Nila'i Air

o Voluurc 51 - 5O0 m3
Komponen SDA = '4 x O,6

KomPonen KomPensasi = 3,13 x O'4

Jumlah Faktor Nila:i Air

o Volunre 5O1 - 100O m3

Komponen SDA = 'z[ x 0,6
KomPonen KomPensasi =-3,6 x O'4

Jumlah Faktor Nilai Air

o Voluurc 1001 - 25OO m3

KomPonen SDA = z[ x 0,6

*o*' """"rnHXrlTffL' *,i;? if' 
o

o Voluare 2501 - 2650 m3
KomPonen SDA = '21 x 0,6
*o***"or*ffiff 1*o';#';-'o

blPerhiturgan Nilai Perolehan Air Tanah :

(Volume x FNA x Harga Air Batat) = (Volume x HDA)

113.400,oo

1.054.620,00

1.209.600,oo

3.492.720,OO

385.560,O0



Dengan demikian, Pqiak 4it Tanah untuk
penisatraan AAA untuk Masa' Pajak Bulan Januari

212 ditt:taPkan sebesar :

= 2}o/o r. fpat = Rp.1.251.18Or0O

BAB TV

Tr{t A CARA PEMUNGUTAN' wILll,YA[I PEMUNGUTAT{

Pasal 11

Pernu.ngutanP,ajakAirTanahtidakdapatdiborongkan.

Pasal 12

Pajak Terhutamg dipungut di wilayah daerah tempat

Aii Tanah diambil dan/atau dimanfaatkan'

BAB V

:MASA PAJAI( DAN SAAT PA"IIU( TERIIUTANG

Pasal 13

Masa Pajak actalah jangka waktu yang Lamanya 1 (satu)

bulern Kalender';

Pasal 14

(1) Pajak Atu' Tanah Terhutang dalam 
- 
Masa Pajak, 

terjadi prada saat pengambilan 9gl- | atau
pernanfaatan air atau sejak diter'bitkan SKPD;

(21 pajak Air Tanah Terhutang diletapkan setiap bulan
trJ<qrin;

BAB VI

SUIIAT PEM]BERITAIIUN{ OBYETi!: PA"'N( DAN TATA
CARA PENEIAPASI PAJAK

Pasal 15

(1) Setiap Wqiib Pajak wajib mengisi SPOPD'

(2lsPoPDsebagaimanadimaksuddalamayat(1)harus
diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta

ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya'
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(3)

(4)

ISPOPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
rlisampailrran kepada Bupati melalui Dinas
l?ertambt:mgan dan Energi pa.ling lama 10 (sepuluh)
hari sejalk tanggal pengambilan atau pemanfaatan air
l'anah unl;uk dibuatkan Nota Perh[tungan Pajak..

lVota Per:hitungan Pajak sebagaimana dimaksud
rlalam qtat (3) ditandatangani oleh Kepala Dinas
l)ertambatngan Dan Energi.

I}POPD s,::bagaimana dimaksucl dalam ayat (1) harus
rlisampailran setiap bulan.

l3entuk li'ormat Nota Perhitungan Pajak tercantum
rlalam La;rnpiran I Peraturan Burpati ini.

Pasal 16

lVota Perhitungan Pajak yang telah dibuat oleh Dinas
I)ertambangan Dan Energi disampaikan kepada
l)inas Pe:rdapatan Daerah untrrk diterbitkan SKPD.

IVota Perlhitungan Pajak disampaikan kepada Dinas
I)endapatan Daerah paling lanrbat 2 (dua) hari sejak
IiPOPD diterima dengan dilengkapi SPOPD asli.

Pasal 17

(1) l\pabila SPOPD tidak disarnpaikan sebagaimana
<limaksuot pada Pasal 15 ayat (1) maka Dinas
I)endapatan Daerah menerbitkan STPD.

tzl /\pabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau
l<eterangarn lain SPOPD sebagaimana pada ayat (1)

lidak disampaikan secara benar, jelas dan lengkap
rnaka Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan STPD'

(3) llebagairnana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

r;ebelir.m diterbitkan STPD terlebih dahulu- Dinas
I)endapatan Daerah berkoordinasi dengan Dinas
I)ertambangan Energi.

(4) .Iumlah l!'ajak Terhutang dalarn STPD sebagaimana
rlimaksucl pada ayat (1) dan i,tyat (2) adalah jumlatr
lrajak Terlautang berdasarkan hasil pemeriksaan ataU
l<eterangrrLn lain ditambah dencila administrasi sebesar
ill o/o (duaL puluh lima Persen).

(5) Ilentuk Format SPOPD tercanlum pada Lampiran II
l)eraturar.r Bupati ini.

Pasal 18

(t) I3erdasarkan SPOPD dan Nota Perhitungan Pajak
riebagaim,ana dimaksud dalam Pasal L6 ayat (2),

I3upati a:lau Pejabat Yang B'erwenang menetapkan
llajak Terhutang dengan mener[ritkan SKPD.

(s)

(6)

(1)

{2)

14



(21

(3)

/pabila SI(PD sebagaimana dinraksud dalam ayat (1)

tidak atau kurang Jib.ytt setelah lewat waktu paling

lirma 30r (tiga puluhi hari rsejak SSPD diterima'

ALi1."rr^t .r,. "^rrk"i 
administrasil' berupa bunga sebesar

2:'o/o(duapersen)sebulandanditagilrdengan
r:nenerbitkan STPD'

Elentuk Iirormat SKPD dan STPD tercantum pada

i,.*pir*r, tII dan Lampiran IV P*raturan Bupati ini'

BAB VII

TATA C,I\RA PEMBAYARAN I}TAT{ TATA CARA
PENAGIHI\I{ PA"IAIT

Pasal 19

(1) F'embayar,irn pajak diftruk3n di Kas Daerah atau
\ -' tompai lain y*s ditunjuk oleh B, upati dengan

ntenggunetkan SSPD.

(21 ,4pabila p,rembayaran pajak dil'akukan ditempat lain\-' 
v,i"g ditu'juk, hasil penerimaan pqiak harus disetor

ke Kas Darerahselambat-lambatrrya 1 (satu) hari kerja.

Pasal 2O

t1) T'anggal jatuh tempo pemba5niuan {1n . 
penyetoran, 

p,aj;r yax,g terhutang ditentuk.ar, 3 (tiga) hari kerja

iejak saat terhutangnYa Pajak'

(2l S|KPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan' Surat
I'eputusan Keberatan, dan Ptrtusan Banding' yang

nretyebabkan jumlah Pqiak'ferhutang bertambah'
nrerupakan dasar penagihan pajak 

- 
dan harus

dilunasi<lalamiangta*at<tupalinglamal(satu)
t,ulan sejark tanggal diterbitkan'

(3) Etupati atau Pejabat yang berwenang ata:
I - ', p,eimohonan wajiu pajak setelah memenuhi

Fersyarat€rl yang ditentukan, dapat memberikan

i,"t"!t irran kepada Wajib Pajak untuk- mengangsu'r

a.tau mer:unda pembayaran pqiak' dengan

d,ikenakarr bunga 
- 

sebeiar 2 o/o (dua persen)

sebulan.

Pasal 21

pembieyaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
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Pasal22

Setiap pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam
pasat' rb alUerikan tanda bukti pembayaran dan dicatat

dalanr Buku Penerimaan-

Pasal 23

(1)ljuratTeSlrranatauSuratPeringatlnatausuratlain
]/ang se;enis sebagai awal tindakan pelaksanaan
jrenlgihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak
jatuh tem.Po PembaYaran'

(2)DalamjangkawaktuT(tujuhr)harisetelahtanggal
liurat f-eppian atau Surat Peringatan atau surat lain

Jrang sejienis, Waiib Pajak harus melunasi Pqiak

it'erhutang.

(3) Iiurat Teguran, Surat Peringatan surat lain

Jrang se3enis, sebagaimana dimaksud ayat (U

itit"ruitt un oleh Bupati atau Pe.iiabat yang ber-wenang.

Pasal 24

(1) l\pabila fumlah pAiak yang 'masih harus dibayar
tidak diiunasi datam jangka- waktu sebagaimana

<litentukarndalamsurat,lleguranatiruSurat
I)eringatarr atau Surat lain yang sejenis, ryTl"h pajak

lrang h*t r* dibayar ditagih dengan Surat Paksa'

{21 lSupati menerbitkan surat Palcsa segera setelah lewat

!}1(duapuluh$atu)harisejaktanggalsuratTegurarr
atau Surrrt Peringatan atau surat lain yang sejenis

tlisamPaitr*an.

Pasal 25

I)ajak Terhutang berdasarkan -SKPD, 
STPD, Surat

I(Jputusarr pembetulan, Surat .Keputusan Keberatan,

<lan Putusan Banding yang tidak kurang dibayar
oleh wajib Pajak pada waktunyre dapat ditagih dengan

tlurat Paksa.

I)enagiharr pajak dengan surerLt Paksa dilaksanakan
llerd.isarlan Peraturan Perundang - undangan'

(1)

(21

BAB VIII

PEMBEBASAT{ PAJAI(

Pasal 26

(1) I3upati atau Pejabat ylnq berwenang berdasarkan

lreimohorran Wajib Pajak dapat memberikan
pembebasan Pajak;
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(2\ Pembebasan sebagaimana d'inruaksud pada ayat (1)

dalam hal Wajib fi3at mengalami Force Majeure;

BAB f,K

TATA C:ARA PEMBETULAI{, II'EMBATALAN'

PEI{GuRANGAN,I{ETETAPAI{DANPEIIGHAPUSAI{ATAU
PEilGURAITGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

(1) Atas pernohonan Wajib n'ajak atau karena
jzrbatannyra, Bupati atal1-Peja'bat Yang Eerwenang

dapat mernbetuikan STPD, SKPD, atau SKPDKB

,""* dalam penerbitalnya terdapat kesalahan

lrfii dan/atau kesalahan hitung' dan/atau
kekeliruarl'penerapanketent'uantertentudalam
peraturan petuttaat g*undangan perpaj akan daerah'

{2\ Elupati ataLu Pejabat Yang Berwernang dapat :

a| mengurangkan atau menghapuskan sanksi

administrJsi berrrpa bunga' denda' kenaikan

pajak yang terutang menurut . peraturan

p"ru.raa,t glrtJ.t gan perpajakan draePh ddam hal

sanksi Iersebui dikenakr:rn bukan karena

kesalahannya;
b) mengurzrngkan atau membi'atalkan STPD' SKPD

atau SKPDKB Yang tidak benar;
c'l mengurangkan atau membata"tkan STPD;

d) membat,alfan hasil pemerik.saan atau ketetapart

pajak ,:rang dilaksanakan atau diterbitkan tidak
sesuai clengan tata cara yang tlitentukan; dan'

e'| mengu.t*{k", kete.tapan p4iak. terutang
' berdasairkin pertimbanlgan kernampuan

membayarwEibea3at<atau][rondisitertentuobyek
pajak.

BAB X

:I(EBERATAI{ DAN BA\NDING

Pasal 28

(1) V/ajib Pqiak dapat mengajuk'an keberatan hanya

kepada tstr.pati atau Pejabat Yang Berwenang atas i

a) 
^Surat 

Kdtetapan Pajak Daeratr (SKPD);

bi Surat l(eteLpan 
-Pajak Daerah Kurang Bayar

(SKPDKts); dan
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c) Pemotollgan atau pemungurlap oleh Pihak Ketiga

berdase,rt*, ketentuan pe,aturan perundang

undang,an PerPajakan daerah'

t2) l''eberatar'r diajukan Secara tr:rtulis dalam bahasa

I;ndonesia. diseitai alasan -alas€tn yang jelas'

(3) lleberatart harus diajukan rJ'alam jangka waktu\-' 
praling liama 3 (tigai bulan sejak tanggal Surat'
iangiat p,emotongan- atau Pem,ngutan sebagairnana
dtimaksud pada 

"ayat (1), kecuali jika wqiib p{+
dlapat menunjukkan bahwa jangk3 wSktu itu tidak
Ctapat dipinuhi karena keadaan diluar
L:ekuasaannya.

(4) lleberatan dapat diqiukan. apabila y?ib Pqiak ttl4
r:nembayat p"tlt g sedikit stiumlah yang telah
dlisetujui'wajib Paj ak.

(5) kleberatan yang tidak mernenuhi persyaratan, 
sebagaim,*" ai*aksud ayat (1), ayat -l2l' ayat (3)

dlan ayat t4) tidak dianSlgap sebagai Surat
Xleberatan sehingga tidak dipertimbangkan'

(6) I'anda penerimaan surat keberatan yang diberikan
oleh Bupati atau Pejabat Yang Berwenang atau

tandapengirimansuratkeberatanmelaluisurat
6,os tercatalt sebagai tanda bukti penerimaan sur4t
I'rleberatan.

Pasal 29

(1) Elupati atau Pejabat Yalg Berwenang dalam jangka
' oo.it, paling '1.*" 12 (dua belas) bulan sejak

tanggal 
- 

"*rit 
permohonan keberatan diterima,

sudah har-us memberikan keputusan atas keberatan

]'ang diajrrkan.

(2) I'engajuan keberatan sebagaimia'na dimaksud ayat (1)

tidak menunda kewqfiban menabayar pajak'

(3) lleputusarn Bupati atau Pejabat Yang Berwenang atas

lr:eberatandapatberupamenerimaseluruhnyaatay
sebagian, meirolak, atau meneumbah besarnya pdak
y'ang terhutang.

t4)lipabilajarngkawaktusebagairnanadimaksudpada
e$at (l)-rrelah lewat dan Bupati atau Pejabat yang

trerwenang tidak memberi satu keputulln' keberatan

)ang diajrikan tersebut dianggap dikabulkan'

Pasal 3O

(1) \Vajib Pajak dapat meng4jukan Pemohonan Banding

tranya kepada Pengadilan Pajak terlradaq l(eputusan
rnengenai'keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
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(21 P'ermohonan Banding sebagaimana dimaksud pada
t-, 

;Fi (1) diajukan iecara te:r.tulis dalam bahasa

Irrdonesia, JJrrgu.., alasan yang jelas dalam jangka

uraktu 3 (t,g"j bulan sejak keputusan 
. 
diterima'

dilampiri safnan dari surat keputusan keberata-0

tr:rsebut.

(3) Fengajuanr Permohonan Banr.ding menangguhkan

kewajiban membayar pajak simpai dengan 1 (satu)

i,rt", seja-k tanggai penerbitan l,)utusan Banding.

Pasal 31

(1) Jika pengz{uan keberatan atau Permohonan Banding

dikabulkarrsebagianatausr:luruhnya,kelebihan
pembayarr,m pajaf dikembalikan dengan ditambalt

irnbalan h,un[a- sebesar 2 o/o (dua persen] sebula,
u.ntuk palilng 

-i**" 
24 (dua pulurh empat) bulan'

(2\ Lnbalan tunga sebagaimana d'imaksud pada ayat (1)

dihitung "ej;k bulan pelunersan sampai dengan

diterbitkar:nya SKPDLB'

(3) ttalam hrrl keberatan Wajib Pa:ak -ditolak atam

dikabulkansebagian,WajibPajakdikelaisanksi
administrr,rsi beruf,a denda sebr:,sar 50 % (lima puluh
persenl drari jumiah pqiak berrlasarkan kteputusan

keberatan diklrangi dLngan pa:iak yang telah dibayar

sebelum naengajukan keberatan'

(4) tralam hr:1l Wajib Pqi?k mengajukan- permohonan

banding, r;anksi administrasi l:rerupa denda sebesar

50%-(li:rnapuluhpersen)sebagaimanadimaksud
pada aYat (3) tidak dikenakan

(5)f,)alamhLalpermohonanberrndingditolakatau
dikabulkarrsebagian,wajib,Pajakdikenaisanksi
administrasi berupa denda sebesar 100 % (seratus

persen)clarijumlahpajak.herdasarkanputusan
fanding <likurangi dengan pernbayaran pajak yang

tr:lah dibayar sebelum mengaju-trran keberatan'

BAB XI

PENGEMBALITAN I(ELEBIHAI{ PEM'BAYARAN PA",AI{

Pasal 32

(1) A.tas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak

dapat mengajukatt p"tmohona:n pengembalian kepada

Eiupati.
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(21 Bupati dalam jangka - waktu paling lama 12\-' 
(dr:abelas1 bularu sejak diterimanya permohonan

pengemba-liian kelebihan pembayaran pajak

Letigaimana dimaksud pelda ayat (1)' harus

memberikan kePutusan'

(3) Apabila jangka y?ktY.. sebagaimana dimaksud
pada ayat til telah dilampaui dan Bupati tidak
mernbeiikan'suatu keputusin'n maka permohonan

pengemb,alian kelebihan pernbayaran peiak

dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus

diterbitkarn dalam vraktu paling lama 1 (satu) bulan'

(4) Apabila Wajib Pala|. mempunyai- hutang pajak

laipnya *Lt* Lelebihan pembayaran pajak

sebagair:rlana dimaksud ayat {2) - "-langsung
,diperLiturngkan untuk meluLnasi terlebih dahulu

hutang Pqfak dimaksud'

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajerk, 
sebigaimirana dimaksud pada ayat tl) dilakukan
,drl*; jorgk" wakhr paling lan:a 2 (dua) bulan sejak

ditertibkcmnya SKPDLB'

(6) ,Jika pengembalian kelebihan pembayaran pqiak

cilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak

diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat yang

berwenatlg riremberikan imbalan bunga sebesar 27o

[duapersen)sebulanatasketerlarnbatan
pembaYar:an kelebihan Paj ak'

Pasal 33

Apabila kelebihan pembayaran pa.iak diperhitungkan

dengan uta:ng p":ut lainnya, sebagaimana dimaksud
pasil 32 ayat,. F)-p"*Uayarannya ''lilakukan dengan cara

p"*i"a"nblkuan dan bukti p,,emindahbukuan juga

berlaku sebagai bukti pembayarannva'

BAB XII

IiIEDALUqIARSA PENA.,GIIIAN

Pasal 34

(1) Hak untrrk melakukan penagitran peiak.kedaluwarsa
setelah .melampaui jangka viraktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak """1 

t6rhuErngnya Pljuk' kecuali

apabila 
.w*jiu Pajak melalrukan tindak pidana di

Uidang Pr:rPajakan daerah'
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(2)

{3)

(4)

(s)

I(edaluwerrsa penagihan pajak sebagaimana

rlimaksucl ayat (1) tertangguh repabila:
zr) diterbilkan Surat Teguran dtrn/atau !-Yt3t !3ksa;
irt 

"a" 
pengakuan hutang paja}: dari Wajib Pajak baik

langsung maupun tidak larigs'ung'

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa

i,"brgr.im,ut" dimaksud padl ayat (2) - huruf a'

kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal

tr)enyamperian Surat Paksa tersebut'

I)engakuan hutang Pajak secara langsung
i'"Uigd*rana dimaksud pada ayat (21 huruf b adalah

\Maji6 Prajak dengan kesadarannya menyatakan
,rr^lih ,oe*put yai H utang Pajak dan belum
rnelunasirrya [epada Pemerintah Daerah'

I)engakuan hutang secara tidak langsung
,r"Uig"i*r:rna d.imaksud pada rryat (2) huruf b d'apat

cfike6,hui dari pengajuan permohonan angsuran atau

lrcnundaain pembayaran dan permohonan keberatan

oleh Wajib Pajak.

Pasal 35

Iriutang P,ajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena

lak uritut *"iut rt an penagihan sudah kedaluwarsa

tlapat dih;aPuskan.

Ilupati m,r:netapkan Keputusan Penghapusln Piutang

Irqi;k y'ang sudah kedaluwarsa sebagaimana

ctimaksud aYat (1).

BAB XIII

KETENTUAIT LAIN - LAIN

Pasal 36

(1) fieluruh lampiran pada Pr*raturan Bupati ini\ , 
rnerupakam ".t., 

kesatuan tidak terpisahkan dari

I)eraturanr BuPati ini.

(21 .lika dikerrudia.n hari diketahrri terdapat kekeliruan\-7 
llada setragian atau seluruh ketentuan dan atau
i;ebagian lt u seluruh formulir sebagaimana

tercantun:r pada lampiran lampiran Peraturan

ISupati in:ri alian diperbaiki sebagaimana mestinya.

(1)

(21

21



BAB XlI

KETENTUAN PENU'TUP

Pasal 37

HaI-hzLl lain yang dianggap - 
perlu -.meng3nai 

teknis

pelaksanaan p|'i''"g"t# 
- 
ak-an ditetapkan dalam

kep,rrt rrsan ters r:ndiri'

Pasal 38

Peratu.ran BupaIi ini berlaku sejak tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahufi\ya' memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penesrpatarlnyr.dalamBerita'DaerahKabupatenKattngan'

DitetaPkan d:i Kasongarl
Fada ianggal, tL Juli 2al2

BUPATI KATINGAI{,

Diundangkalr di Karsongan

Frda tanggal, l? 'luli2OL2

TJ\TEL LADJU

d*r*r.ar rupAT,}* I(ATI'{*AN TArruN,,Do Lz NoMoIl "l+" "'

DI}IIIEI- RAWING

SEI(RBI'ARIS

22



--IffiTAHKAB.IGTIN(:AN
DINAS PERTAMBA}\TGAN DAN ENERG]I

l-ampiran t
i;;;ril;" Bupati Nomor .."" Tahun 2012

1-anggal ........ Mei 2012

Rp.

Ro.

Rp.

Jl. Komplek Perkantoran Kerertg Biumbang

retp (oi:6) 404326, Fax. (0536)'10436 I I

KASONGAN

Wajib Pajak

Alamat

NPWPD

Kategori Peruntukkan

Materan Air

Debit Air Sumur Per Hari

Umur Produksi Sumur

Berdasar kan Surat sI,oPD Air Tarah yang karnLi terima, maka jumlah pajak yang harus dibayar adalah :

l. HarpAirBaku:
a. BiaYa Pembu:ntan Sumur

b. Biaya Operasional selama .'"""""" tahruut

Itunrlah

c. Volume pengambilan air sclama tahun sebanyak """' #

d. Harga Air Baku sebesar Rp' """""""""".'"""""" / m3

E E r_r-rrrT.l rT-l ril-l
Non Niaga / Niaga Kecil / Industri Kecil / Niaga Besar / Industri Besar 

(*)

Terpasang / Tidak TerrPasang (*)

....,.... m'

FaktorNilai Air:
a. Volume 0 - 50 m3

b. Volume 51 - 500 m3

c. Volume 50i - 1000 m3

d. Volume l00l -2500 m3

e. Volume 2501 m3 keatas

Nilai Perolehan r\ir Tanah :

a. Volume 0 - 50 m3

b. Volume 51 - 500 m3

c. Volume 501-- 1000 #
d. Volume 1001-2500 m3

e. Volume 2501 m3 keatas

l'unrLlah

Jumlah Pajak Terhutang 20% x NPAT (3)

Dengan Huruf

PERHATIAN

l. Disampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah paling lambat 2 (dua) hari sejak SPOPD diterima

2. Disampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah dengan ditampiri SPOPD asli

3. (*) coret Yang tidak Perlu

Rp.

. Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Kasongan Tahun.""""'
Kepala Dinas Pertambangan Dan Enegn

KabuPaten Katingan

NIP.

NOTA PERHITIJNGAN PAJAK
(Pajak Air Tanah)

MasaPajak : """"""""'
Tahun : """"""""'

,]
I



Lal I ll)tt qt t L

p*t.tutan Bupati Nomor ...... Tatnun 2012

Tanggal ........ Mei 2012

PEMERINT/\H KABI.]IPI\TEN KATINIGAN

DINAS PENDAIPI\TAN DIIERAH
Jalan Kompleks Perkantoran Kereng

Telp. (05351 4;',W3526,4;04,]611 Fax (05i16) 4043611

KASONGAN

SEMUA INFORMASI HARAP DllSl DEI\IGAN HURUF []ESAR/CETAK' beri tanrda x pada kotak jawaban yang sesuai'

JENIS TRANSAIGI

Nanra WajibPajak
(norno bodon usaho tanPa bodam
bentuk bodon hukum't
Bentuk Badan Hukurrl

DATA LETAK OBYEK PAJAK

lalan

Pemutakhiran Data fl Penghapusan DataPerekaman Data

Penilaian Individual

1.

2.

3.

Blok

Nomor

RT,/ RW

Kelurahan / Desa

Ke€amatan

Kabupaten / Kota

Kode Pos

Provinsi

Telepon / Facsimile

DATAOAYEKPA'AK.

Sumber Air Yang Digunakan

Lokasi Sumber Air

Kualitas Air Yang Digunakan

Tujuan Pengambilan l\ir

Mer(fyPe Mesin Penyedot Air

Kapasitas Mesin PenY:dot Air

Biaya Pengeboran Surnur

Biaya Pemeliharaan Pelr Tahun

DATATAMBAHAN

Klasifikasi pemakai

Jumlah Pemakai

T
u
T
u

1. Sumur Bor 2- Sungai

1- Dalam jaringan PDAM

1,. S;rngat baik 2. Baik

3. Air Tanah 4- Mata Air 5- Alr Permukaan

2. Lsar Jaringan PDAM

3. Sedang 4. Buruk

2- Proses Produksi 3. Kebutuhan RT

5. Sangat Buruk

4- Lain - Lain1. Di.iual

1. Non Niaga 2. Niaga Kecil 3. Industri Kecil 4. Niaga Besar 5. Industri Besar

1. > Ifr0 jiwa 2- 1OO > 5OO jiwa 3- 5OO > l0oOjiwa 4' < l0o0jiwa

dengan ketentuan
atas adalah benar dan

...)

...)

SU RAT PEMBERITAHUAN OI}YEK
PAJAK AIR TANAH

NPWPD DI

[[

T
n

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk :sanksi-sanksi sesuai

perundang-undangan yang berlaku saya rnenyatakan bahwa apa yang telah beritahukan di

lengkap,

Wajib Pajak

Tando tongon & cap Perusoh@n

Petugas,



Lumpiran 3
put"tut , Bupati Nomor.."" Tahun 20112

Ternggal ........ Mei 2012

Dengan huruf
Rupiah

1 Harap Penyetoran dilakukan pada Ban'l( Bendahara Penerima

2 Apabila sKI,D ini tidak atau Kurang Dilrayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD ini diterima atau

\ r:r-^^^r,^6 --^L.ci rrtminictraqi hr'rrrna hrrnoa sebeSar 2 o/o Der bUlan

Kasongan,

A.n KePala Dinas PendaPahn Daerah

No. Urut

Tanda Terima :

................ lgl...
Yang Menerirna

SURA:T KETETAPAN PAII!\K DAERA}I

Uraian P;njak Daerah

lumlah
Sanksi El.

l

( sKP - DAEMII )

Nama
Alamat

Nomor Pokok Wajib Pajak

Daerah (|{PWD)

Tanggal latuh TentPo

Masa :

Tahun :



PEMERffi.KATINGAN
DINAS PENDAPATA]V DAERAII

Jl. KomPlek Perkantorim Kereng

Humbang TelP (0536) 4M326'

Fax. (0536) 404361 1

Nama

Alamat

NPWPD

Tanggal Jatuh TemP'o

Lampiran 4
pE dirt"n Bupati Nomor """ Tahun 2012

Tanggat ........ Mei 2012

Rp.

Rp.

I. Berdasar kan pasat lli peraturan Bupati Nomor ..... Tahun 2012 telah dilakukan penelitian dan / atau pemeriksaiur atau

ffiH;ffi,f;;;, 1urur."*u* kewajiban perryampaian spopD Air ranah
KC[CrAnBanr l4[r 4t4D

II. Dari pemeriksaan atau keterangan tersebut diataLs, penghitungan jumlah yang masih hmus dibayar adalah sebagai berikrs :

1. PajakyangkurangdibaYar

2. Sanksi administrasi :

a. Denda(Pasal 17 aYat(1))

b. Bunga(Pasal 18 ayatp))

3. Jumlah yang masih harus rlibayar ( I + 2a)

Rp.

Rp.

,

d
{

Dengan Huruf

PERHATIAN

l.HamppenyetorandiilakrrkannrelitluiBendaharaPenerimaatauKasDaerah(BarrkPembangunanlfulteng)

2.ApabilaSTPDinitidakatau.Il**gBayarDlibayar:*:,l"TY,iwaktupaliry;lama30harisejalrSTPDiniditerima
;;illJ; t;rktiJroinito^i berupa bunga serbesar 2 % per bulan'

Ka.songar Tahun """""
a.n Kepala Dinas Pendapatan Daerah

KabuPaten Katingan

Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan

NIP.

-. - Guntingdisini

NPWPD
Nama
Alamat

TANDA TERIMA

No. STPD :

,Tahun......-.

YangMenPrima

(.....................'...'.....)

No. Urut

ffiSTPD
(Surat Tagihan Pajak Daenrh)

lVtasaPajak : ..'....."""""
"llahun : .........." ""'



Lampiran 5
F"ir.iluirn Bupati Nomor ".." Tahun 2o12

Tanggal ........ Mei 2012

Diterima Oleh

Pougas TemPat PembaYaran

Tanggal

Tanda Tangan

SSPD
(SURAT SETORAhI PAJAK DAERAH)

PEMERINTAFT KAB. I(\T TNGAN

Telp (051Q 404326, Fa,r. (0r53r5) 4043611

Alarnat : """""

Menyetorberdasarkan *) : E SKPD I srPD [-_I Lain- lain

tl sKPDr E sPrPll)

f] sKPDKB t] sKPernbetulan

E sKPDKBT n SKKeheratan

: MasaPajak : """""""" Tahun: """""""" No' Urut: """"""""

...Tahun

PenYetor
Ruang Untuk Teraan

iKas Regi$erl Tanda Tangirn

Petugas Penerima



l-,amflran 6
t-'"t"tut"n Bupati Nomor '....' Tahurn 2012
'l'anggal ........ Mei 2012

DNIAS PENDAPATAN DAEITAH
Jl. K.omplek Perkantoran Kerenghumbarrg

Telp (0536) 404326, Fax. (0536) 40436t1

FEI\GMNTAH KAB .xarnqcnN

KASONGA}{

Nama

Alamat

NPWPD t]n rrrl,-rrl rr_l rrn
Tanggal Jatuh TemPo

L Dari pemeriksaan atau ksterangiur Jiairr, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. DasarP9ngenaan 
RP'

2. PajakYangterhulang 
RP'

3. Kredit Pajak :

a. SetoranYangdilakukan

b. Lain. lain

c. Dikurangi Ko'mpensasi kelebihan ketahlm yang

akan datang/ hutang Pajak.

d. Jumlahyang rlapatdikredi'tkan ( a+b' c )

Jnmlah kelebihan pembaywanPokok Pajal; (3d - 2)

Sanksi adminisfrtsi :

a. Bunga (Psl 9( 1))

b. Kenaikan (Psl9(5))

c. Jumlah Sanksri adminislrasi ( a + b)

6. Jumlah yang Masrih harus dibayar ( 4 - 5c)

PERHATIAN

- Peugembalian Keletrihan Pajak dilakukan padar ras !aeralr^{11gan 
menggunak:m Surat Perintatr Membayar Kelebihan

pajai (Sf}l4lcp) dan Surat deninte&r Mengeluarkan Uang (SPMU)

a.n Kepala Dinas Pendapata4 Daerah

NIP.

Rp.

RP.

Rp.
Rp.

4.

5.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

SKPDL]B
(Surzt Ketet4pan Pajak Daerah Lebih Bayar)

MasaPajak : ...'..'"""""
Tahun : ...." """ " "'

No. Urut
ffi



L.arnpiran 7
l)eraturan Bupati Nomor...... Tahun 2012
ltanggal ........ Meri 2012

PNVTNTNTAH KAB. KATINGAN
DTNAS PENDAPATAN DAERAH
.X1. Kourplek Perkantoran Kereng

Humbang TelP (0536) 40'[326,

For. (05!i6) 4043611

Nama

Alamat

NPWPD

Tanggal Jatuh TemPo

a.

b.

c.

SKPDKB
(Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar)

Masa Pajak :

Tahun :

E tl rT-rrrr] rr_l rrn

Kompensasi kel:bihan dari tahun sebelumnya

RP.

Rp.

Jurolah yang dapat dilaeditkan ( a + b + c )

Dari pemeriksaan atau keterangan tain, penghittmgan jumlah yang masih harus clibpyar adalah 
lbasai 

berikut :

l. Dasarpengenaan RP'

2. Pajakyan$terhutang RP'

3. Kredit Pajak :

a.

b.

c.

d.

Setoran yang dilzrkukan

Jumlah kekurang;an pembayaran Pokok Pajak (2 - 3d)

Sanksi administrasi :

Rp.

Rp.

Rp.

Bunga (Psl9(l))

Kenaikan (Psl9(5))

Jurnlah Sanksi administrasi ( a + b)

Rp.

Ro.

Rp.

6. Jumlah yang Masih harus dibrryar ( a - 5c)

Dengan Huruf

PE,RI{ATIAN

l. Harap penyetoran dilatarkan melrrlui BKp atau Kas Daerah ( Bank ) dengan menggunakan $urat Setoran Pajak

Daerah ( SSPD)

Apabila SKpDKB irni ridak at11l Kurang Bayarr: Dibayar setelah lewatwaktu prirting lama 30 hari sejak SKPDKB ini

;il;;;il;rk " 
*rt i ua*mistrasi berupa bunga sebesar 2 7o perbulan.

Tahun..........

a.n Kepala Dinas Pendapatan Daeratt

KabuPaten Katingan

Kepala B:idang Pendataan dan Penetapan

NIP.

Rp.

No. Urut
ffi


